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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.81/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI

PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata
Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestrian Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5217);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 779);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI PADA
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN
ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah
suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi
mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial
budaya masyarakat.

2. Inventarisasi potensi ekologi adalah inventarisasi potensi kawasan yang
mencakup data dan informasi ekosistem, lingkungan dan tumbuhan
satwa liar yang berada di KSA dan KPA.

3. Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya adalah inventarisasi
potesi kawasan yang mencakup data dan informasi ekonomi dan sosial
budaya dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan
yang memiliki keterkaitan dengan potensi KSA dan KPA.

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kehutanan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan
bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.

6. Unit Pengelola adalah lembaga yang diserahi tugas dan bertanggung
jawab mengelola KSA dan KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit
Pelaksana Teknis/Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Pasal 2

Tujuan tata cara pelaksanaan IPK untuk memperoleh data dan informasi
potensi kawasan melalui inventarisasi secara langsung dan tidak langsung
dalam rangka penyusunan atau penyesuaian penataan kawasan dan
rencana pengelolaan kawasan.


